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TENTAIYG

PEIX)UAT PETYELEI|GARAAIT TAI|GGIII|G JAWAB SOSIIL PERUSAIIAAIT

I'I XABT'PATEIf KOITAWE SEI"ATAIT

BUPATI KOI|AWE SELATAIT,

Menimbang : a.

b.

c.

bahwa Corporate Social Renponsibility (CSR) adalah

merupakan komitmen perusahaan dalam bentuk kepedulian

dan tanggung jawab untuk mendukung pembangunan daerah

dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat agar menjadi

lebih baik dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait;

bahwa pelaku dunia usaha yang telah memperoleh

kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi

kesempatan yalrg lebih luas berperan serta dalam

pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian

linglrungan dalam segala aspelmya;

bahwa dalam rangka menuju pengembangan dan pengelolaan

Corporate Social Responsibility (CSR) yang partisipatif,

akuntabel dan transparan serta berkelanjutan, perlu dibentuk

Forum pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR)

menuju pembangunan Konawe Selatan yang berkelanjutan;
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Mengingat:

d.

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dengan

Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman

penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di

Kabupaten Konawe Selatan;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan

Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Selawesi Tenggara

(l.embaran Negara Republik lndonesia Tahrrn 2OO3 Nomor 24,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4267).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha

Milik Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO3 Nomor 70, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 67, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan

Terbatas (kmbaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2OO7

Nomor lO6, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan

Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 12, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 139, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir

dengan undang-undang nomor 9 tahun 2Ol5 tentang

perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahtn 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang

Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan

Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 333O);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun L997 tentang

Kemitraan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3718);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (I*rnbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ot2 tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 53O5);

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5O/HUK/2OOS tentang

Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia

Usaha;

16. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-OS/MBU /2OO7 tentang

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program

Bina Lingkungan;

MEMUTUSXAN

Menetapkan: PERATIIRAJT BITPATI TEIITAJUG PEITOilAIY

PEITTELEITGARAAIf TI.ITGGTIITG JAWAB SOSIAL

PERUSITIIAAIT DI NABT'PATEN KOI|AWE SEI.ATAIT.

BAB I
XEIEI|TUAI| I'IIUU

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

5. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau

sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi

dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia.

6. Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

selanjutnya disingkat CSR adalah merupakan bentuk komitmen dan nilai

kontribusi perusahaan yang beroperasi secara legal dan etis di Kabupaten

Konawe Selatan, untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial,

ekonomi dan lingkungan eksternalnya serta pembangunan berkelanjutan

guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
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7. Komitmen perusahaan adalah pernyataan tertulis yang ditindaklanjuti

dengan pengalokasian sumberdaya oleh perusahaan.

8. Konribusi perusahaan adalah peran aktif perusahaan berupa program dan

kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh perusahaan bersama

stakeholder.

9. Beroperasi secara legal adalah kepatuhan perusahaan terhadap seluruh

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan

kegiatannya.

lO. Beroperasi secara etis adalah kepantasan perusahaan bertindak sesuai

dengan norna universal dan local serta mengikuti standar yang berlaku.

11. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

12. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi

kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi

mendatang gtlna memenuhi kebutuhannya.

13. Kualitas hidup adalah kondisi atau tingkat pemenuhan kebututran dasar

manusia atau masyarakat untuk hidup layak atau lebih dari hidup layal.

14. Wilayah sasaran adalah kawasan pertambangan, perkebunan dan industri,

kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun

menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang ada di darat

maupun di laut/ daerah perairan yang terkena imbas baik langsung

maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi

lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

15. Stakeholder adalah setiap pihak yang memiliki ketertarikan dan

kepentingan terhadap sebuah keputusan, baik dalam bentuk individu

maupun perwakilan dalam sebuah komunitas, termasuk didalamnya pihak

yang berpengaruh terhadap keputusan, atau mempengaruhi keputusan,

serta pihak yang terkena dampak dari keputusan tersebut.

16. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat baik secara invidual maupun secara kolektif agar

menjadi lebih baik kehidupannya.
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17. Forum Corporate Social Responsibility selanjutnya di singkat Forum CSR

adalah sebuah inisiatif dengan pendekatan kelembagaan multi stakeholder,

yang menghimpun para ahli, pemerhati dan pelaku pembangunan yang

memiliki komitmen total terhadap pembangunan kemitraan pemerintah,

swasta dan masyarakat dalam mewujudkan pralrtik terbaik dan

berkelanjutan dari program CSR yang kepengurusan serta keanggotaannya

terdiri atas pihak-pihak pemangku kepentingan.

BAA II
RUAI|G LIIfGITI'P

Pasal 2

Program CSR Kabupaten Konawe Selatan diselenggarakan dan diterapkan

dalam lingkup wilayah Kabupaten Konawe Selatan dengan melibatl<an

komitmen dari pihak-pihak, yaitu;

I . Pemerintah Daerah, termasuk dinas/ instansi koordinasi dan sektoral

pemerintah, didukung oleh unsur Dewan Perwakilan Ralryat Daerah.

2. Perusahaan-perusahaan yang berkedudukan dan atau memiliki daerah

operasi di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

3. Masyarakat, sec€rra perorangan (ketokohan) maupun secara perwakilan

melalui lembaga, asosiasi, forum, ikatan, paguyuban dan organisasi

sejenisnya yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan,

termasuk unsur akademis serta media massa.

BAA Iu
MAI(SUD DAIT TU.'UAJT

Bagran Kesatu

Maksud

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan CSR yang

dilakukan oleh perusahaan di Kabupaten Konawe Selatan;
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b. Memberi arahan dan pedoman kepada semua perusahaan dan semua

pemangku kepentingan dalam penerapan CSR yang partisipatif, transparan

dan akuntabel di Kabupaten Konawe Selatan; dan/atau

c. Mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas program CSR

dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Beeian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang program CSR termasuk lingkungan

perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;

b. Terselenggaranya CSR sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;

c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam

pelaksanaan CSR secara terpadu dan berdaya guna;

d. Terprogramnya rencErna Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiaai

kepada perusahaan yang telah melakukan CSR;

e. Dijadikannya panduan bagi penyelenggaraan CSR oleh perusahaan yang

beroperasi di Konawe Selatan; dan/atau

f. terwujudnya sinlrronisasi, harmonisasi, dan sinergitas program Pemerintah

Daerah, Masyarakat dan program CSR yang diterapkan oleh perusahaan-

perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Konawe Selatan.

BAB IV

PRINSIP-PRII{SIP PEIYERAPAI| CSR

Pasal 5

(1) Corporate Social ResponsibiLlity {CSR) atau Tanggung jawab

Perusahaan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip :

a. Kesadaran umum;

b. Kepedulian;

c. Keterpaduan;

d. Kepatuhan hukum dan etika bisnis;

e. Kemandirian;

f. Kepekaan;

Sosial
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g. Keberpihakan;

h. Kemitraan;

i. Inisiasi;
j. Mutualistis;

k. Non diskriminasi;

l. Sinergitas.

m. Kebersamaan;

n. Partisipatif;

o. Aspiratif;

p. Keterbukaan dan kejujuran;
q. Berkelanjutan;

r. Berwawasan lingkungan;

s. Pemberdayaan.

(2) Prinsipprinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan, dengan

berpedoman pada :

a. Manajemen yang sehat;

b. Profesional;

c. Transparansi;

d. Akuntabilitas;

e. Kreatifitas dan inovasi;

f. Keterukuran;

g. Program perbaikan berkel,anjutan;

h. Keadilan yang bijak; dan

i. Kebijakan yang adil.

BABV

PEI|ERIPAIT CSR YAJYG BERXTIIJIJUTAI|
BaSiu lGsetu

Perencanaan Program CSR

Pasal 6

(l) Perencanaan Program CSR yang disusun oleh perusahaan

mempertimbangkan dan memperhatikan sebagai berikut :

a. Hasil-hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik di

tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten Konawe Selatan;

b. Kebutuhan prioritas di masing-masing wilayah CSR perusahaan;
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(2) Program CSR yang akan dilaksanal<an oleh masing-masing perusahaan

terlebih dahulu dilakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi

dengan Pemerintah Daerah.

(3) Rencana program CSR yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) disampaikan kepada Forum CSR Kabupaten Konawe Selatan.

(4) Rencana kegiatan program CSR oleh perusahaan tidak tumpang tindih

dengan kegiatan baik oleh perusahaan lain maupun Pemerintah Daerah.

(5) Apabila terdapat kegiatan program CSR perusahaan mempunyai sasaran

yang sama dengan pemerintah daerah dan/ atau perusahaan lainnya, maka

perusahaan yang bersangkutan harus melakukan koordinasi dengan Forum

CSR untuki dikoordinasikan dengan SKPD yang terkait.

f,rglqn Kctlge

Bidang-Bidang Program CSR

Pasal 8

(1) Program CSR dapat meliputi Bidang - bidang :

a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;

b. Pendidikan;

c. Kesehatan dan sanitasi;

d. Infrastrulrhrr dan sumberdaya energi;

e. Lingkungan hidup;

f. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kemitraan dengan pemerintah;

g. Keagamaan, sosial dan budaya; dan

h. Tanggap darurat.
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Bagtu Xcdur
Dana CSR

Pasal 7

(1) Dana CSR perusahaan adalah dana yang dialokasikan atau yang

dimasukkan dalam pembukuan keuangan oleh perusahaan untuk program

CSR perusahaan yang bersangkutan.

(2) Realisasi dana untuk pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan oleh

perusahaan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

(3) Besarnya jumlah dana CSR ditentukan oleh masing-masing perusahaan

dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip penerapan CSR sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5.



(2) Prioritas bidang kegiatan program CSR sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di wilayah operasional

perusahaan dan kemampuan sumberdaya masing-masing perusahaan.

Baglan Xeempat

Wilayah Sasaran program CSR

Pasal 9

{1) Wilayah sasaran program CSR diprioritaskan untuk diterapkan pada

wilayah yang terkena dampak langsung dari operasional perusahaan

minimal 7oolo (tujuh puluh persen) dari keseluruhan program CSR.

(2) Perusahaan dapat menerapkan program CSR diluar wilayah tersebut pada

ayat (1), dengan pertimbangan tertentu dari masing-masing perusahaan.

Bagla! Kelina
Pelaksanaan CSR

Pasal 1O

(1) Pelaksanaan program CSR dapat dilakukan secara langsung oleh masing-

masing perusahaan dan/atau bekerjasama dengan pemerintah dan/atau
pihak lain yang ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

(2) Jangka waktu pelaksanaan program CSR dalam satu tahun dan/ atau

tahun jamak.

(3) Jika perusahaan akan melalrukan perubahan perencanaan program CSR

yang sudah ditetapkan, perlu menyampaikan pemberitahuan kepada

Forum CSR Kabupaten Konawe Selatan.

(4) Jika terdapat usulan program CSR dari pemangku kepentingan diluar

rencana program CSR yang sudah ditetapkan, maka usulan tersebut harus

mendapatkan persetujuan dari minimal Ketua Forum Badan Pelaksana

CSR dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabel,

berkelanjutan, kejujuran dan penuh tanggung jawab.

(5) Besarnya alokasi dana program CSR dibidang Peningkatan kapasitas

masyaralat dan kemitraan dengan pemerintah serta bidang keagamaan,

sosial dan budaya lebih kecil dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya.
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Begtan Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

Demi terjaminnya pencapaian dan manfaat program CSR secara berkelanjutan,

para pemangku kepentingan dapat melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan program CSR melalui Forum CSR.

Bagltr Kctigr
Indikator Keberhasilan

Pasal 13

Indikator keberhasil program CSR dilihat dari :

a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perenc€rnaan, pelaksanaan dan

evaluasi program;

b. Tingkat keberhasilan program dalam memecahkan persoalan

keterbelakangan masyarakat;

c. Tingkat kepuasan masyarakat yang memperoleh manfaat program;

dan/atau

d. Pencapaian target baik kelompok sasaran, waktu, tempat, dan sasaran yang

ditetapkan.
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BA'B VI
SISTET UOICITORII|G DAIf Ef,IALUASI CSR

B88li! Kesatu

Pelaporan

Pasal 1l
(l) Setiap perusahaan menyampaikan laporan realisasi program CSR setiap

tahun kepada Forum CSR Kabupaten Konawe Selatan.

(2) l,aporan realisasi program CSR meliputi sasarzrn, bentuk program, lokasi,

dana, penerima manfaat, output, outcome, kendala dan tindaklanjut sesuai

dengan format yang disepakati.



BAB VtI
ORGArISASI IIORI'U CsR

B.gie! Kesatu

Kelembagaan Forum CSR

Pasal 14

Begiu Kcdua

Visi dan Misi Forum CSR

Pasal 15

(l) Visi dari Forum CSR adalah Mendukung pembangunan Kabupaten Konawe

Selatan yang berkelanj utan.

(2) Misi dari Forum CSR adalah :

a. Mendukung prakarsa CSR yang berkelanjutan;

b. Mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan; dan

c. Mendukung prakarsa pembangunan oleh pemerintah daerah yang

berkelanjutan.

Bsgian Kettga

Maksud dan T\rjuan Forum CSR

Pasal 16

(1) Forum CSR dimaksudkan sebagai wadah yang mempersatukan berbagai

pemangku kepentingan untuk berkomunikasi, berkonsultasi dan bertindak

bersama secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan CSR

agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Kabupaten

Konawe Selatan.

72

(1) Dalam upaya penyelenggaraan dan penerapan program CSR yang

partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan di Kabupaten Konawe

Selatan, maka para pemangku kepentingan perlu bergabung da-lam suatu

wadah yaitu Forum CSR.

(2) Forum CSR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adafah organisasi

yang membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk membangun

sistem dan mekanisme pelaksanaan program CSR Kabupaten Konawe

Selatan, sehingga pihak yang terlibat paham akan tugas dan tanggung

jawab serta kewenangannya masing-masing.



(2) Adapun Tujuan Forum CSR adatah :

a. Terbangunnya wadah yang memberikan kesempatan pada semua

pemangku kepentingan untuk berperan secara optimal dalam
pengembangan dan pengelolaan program CSR;

b. Menyelaraskan, mensinergikan dan memberikan masukan serta upaya
perbaikan dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR.

BsSir! Kcenpat
Prinsip-prinsip Dasar Forum CSR

Pasal 17

(1) Forum CSR dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan perannya dengan

menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

a. Tran sparansi;

b. Akuntabilitas;

c. Profesional;

d. Berkelanjutan;

e. Kepekaan;

f. Kesetaraan;

g. Berwawasan lingkungan;

h. Kejujuran; dan

i. Amanah;

(2) Prinsip Transparansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a

adalah menjalankan manajemen yang terbuka kepada setiap pemangku

kepentingan sehingga memudahkan dalam memperoleh akses dan

informasi yang dibutuhkan.

(3) Prinsip Akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b

adalah setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan dapat

dipertanggungiawabkan kepada masyarakat luas.

(4) Prinsip Profesional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c
adalah memberikan layanan yang mudah, cepat dan tepat.

(5) Prinsip Berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d

adalah merEulcang rencana strategis yang dapat memberikan dampak

pembangunan yang berkelanjutan.

(6) Prinsip Kepekaan sebagaimana yang dimalsud pada ayat (1) huruf e adalah

memiliki daya tanggap yang tingg, cepat dan tepat dalam menanggapi
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tuntutan penerap.rn CSR, terutama kepekaan terhadap kesenjangan,

ketertinggalan dan keterbelakangan.

(7) Prinsip Kesetaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) humf f
adalah adanya rasa kesamaan, keadilan tanpa diskriminasi.

(8) Prinsip Berwawasan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l)
huruf g adalah setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan

memperhatikan lingkungan.

(9) Prinsip Kejujuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah

memiliki keselarasan antara pikiran, ucapan dan tindakan yang sesuai

dengan norna yang berlaku.

(lO)Prinsip Amanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah

memiliki kemampuan mengemban tugas dan tanggunglawab yang

diberikan.

B.8lu Kellme

Peran Forum CSR

Pasal 18

(1) Forum CSR dalam penerapan CSR memiliki peran secara langsung maupun

tidak langsung.

(2) Peran secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

sebagai konselor, fasilitator, mediator, pemberdaya sekaligus pendamping.

(3) Peran secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

adalah ssfagai pengkaji kebljal<an CSR.

B.glaa Keenarn

T\rgas Forum dalam Penerapan CSR

Pasal 19

Forum CSR dalam upaya penyusunan perencanaan program CSR yang

partisipatif, akuntabel dan transparan, dengan cara :

a. Melakukan identifikasi masalah dan potensi sumberdaya yang brada
dalam lingkup CSR;

b. Mendorong serta memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanazrn

program CSR yang partisipatif;

c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi Forum CSR;

d. Menyampaikan hasit rapat koordinasi Forum CSR kepada Pemerintah

Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
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BAA VIII
r1ORTIM CSR I(ABT'PATEI|

Baglan Keratu

Kepengurusan

Pasal 20

(1) Forum CSR Tingkat Kabupaten terdiri dari :

a. Dewan Pengarah (Tingkat Pembuatan Keputusan/ Kebijakan); dan

b. Badan Pelaksana (tingkat pelaksana) CSR.

(2) Dewan Pengarah sebagailnala dimaksud dalam ayat (l) huruf a yaitu :

a. Dewan Pengarah Forum CSR Tingkat Kabupaten memiliki komposisi

perwakilan yang seimbang antara Pemerintah Kabupaten, perusahaan

dan masyarakat sipil (kelompok masyarakat, OMS, perguruan tingg);

b. Keanggotaan Dewan Pengarah Tingkat Kabupaten terdiri dari seorang

wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan; dan

c. Anggota-anggota Dewan Pengarah Forum CSR Tingkat Kabupaten

memiliki jabatan atau mandat di dalam organisasi/institusi masing-

masing yang mencakup tanggung jawab di bidang-bidang yang

berhubungan dengan implementasi CSR.

(3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :

a. Badan Pelaksana CSR Tingkat Kabupaten terdiri dari wakil-wakil dari

masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan, sesuai

relevansinya terhadap persoalan yang menjadi fokus forum;
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e. Mempublikasikan hasil musyawarah perencanaan program CSR Kabupaten
Konawe Selatan kepada publik;

f. Selama pelaksanaan program CSR berlangsung, Forum CSR akan
melaksanakan kunjungan dan supervisi ke lokasi atau obyek pelaksanaan

proyek CSR;

g. Forum CSR mempunyai peran dan fungsi dalam bentuk konsultasi,

fasilitasi dan mediasi;

h. Forum CSR dapat melakukan tindakan :

1. monitoring pelaksanaan program CSR;

2. mengevaluasi manfaat dan dampak pelaksanaan program CSR; dan

3. diseminasi monitoring dan evaluasi program CSR.

+. mengajukan rekomendasi / perbaikan atas pelaksanaan program CSR.



b. Keanggotaan Badan Pelaksana Forum CSR Tingkat Kabupaten dapat
ditambah dengan narasumber/konsultan sesuai kebutuhan;

c. Anggota-anggota Badan Pela}sana Forum CSR Tingkat Kabupaten

ditunjuk oleh Dewan Pengarah F orum CSR;

d. Masa kerja anggota Badan Pelaksana Forum CSR Tingkat Kabupaten

dikaji ulang setiap tahun; dan

e. Evaluasi kinerja anggota Badan Pelaksana Forum CSR dilakukan oleh

Musyawarah Forum CSR Tingkat Kabupaten sebagai pemegang

kekuasaan tertinggi.

(a) Dalam tugas sehari-hari, Badan Pelaksana Forum CSR Tingkat Kabupaten

dibantu oleh staf sekretariat yang berkedudukan di Andoolo.

Bagi.n Kodua

Tlrgas dan Tanggung Jawab

Pasal 21

(1) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengarah yaitu :

a. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan,

pelaksanaan; pengawasan dan pengendalian implementasi CSR;

b. Melakukan kajian terhadap hasil monitoring dan evaluasi keberhasilan

implementasi CSR;

c. Membentuk Badan Pelaksana/ Kelompok Kerja untuk memecahkan

pe rsoalan-persoalan yang telah diidentifikasi oleh Dewan Pengarah

Forum CSR serta menetapkan ruang lingkup kerja Badan Pelaksana

CSR;

d. Mempertimbangkan usulan-uslran dari Badan Pelaksana,

merekomendasi dan atau memutuskan tindak lanjut usulan Badan

Pelaksana CSR; dan

e. Anggota Dewan Pengarah Forum CSR bertanggungjawab untuk
menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum CSR kepada

kelompok/ pihalnya masing-masing.

(2) Tugas dan tanggung jawab Badan Pelaksana yaitu :

a. Mengidentilikasi serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan

persoalan implementasi CSR sebagaimana diuraikan dalam rrang
lingkup kerja dengan melakukan diskusi/dialog, konsultasi dan

koordinasi dengan pihak terkait;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi CSR;
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c. Melaksanakan studi, penelitian darr peninjauan sesuai petunjuk dari
Dewan Pengarah Forum CSR; dan

d. Membuat, menyajikan dan mengajukan hasil kajian persoalan kepada

Dewan Pengarah Forum CSR.

(3) Tugas dan tanggung jawab Sekretariat yaitu :

a. Mengatur dukungan administratif semua urusan forum, dan

memelihara komunikasi yang efelitif antar Dewan Pengarah dan Badan

Pelaksana;

b. Mengatur dan mengkoordinasikan pertemuan forum, membuat notulen

pertemuan, mengumpulkan dan mendistribusikan hasil-hasil
pertemuan, serta menyebarkan informasi ke publik; dan

c. Sekretariat bertanggung jawab terhadap Ketua Badan Pelaksana.

(1) Musyawarah tahunan (Rakor Tahunan Program CSR), dilakukan untuk

merumuskan program CSR, mengevaluasi penerapan CSR dan kine{a

forum.

(2) Musyawarah tahunan dihadiri oleh Dewan Pengarah, Badan Pelaksana,

DPRD, seluruh perusahaan, OMS dan masyarakat, yang dilaksanakan I
(satu) bulan sebelum Musrenbang Kabupaten.

(3) Rapat berkala dijadwalkan minimal 4 (empat) bulan sekali yang diatur

secara bergilir dari satu perusahaan ke perusahaan lain.

(4) Rapat-rapat lainnya apabila diperlukan.

BAB TX

TIM KOORDINASI CSR TINGI(AT KFCAUATAIT

Bagian Kesatu

Kepengurusan

Pasal 23

(l)Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat yang

anggotanya dibentuk berdasarkan hasil musyawarah di tingkat Kecamatan.

Baglan Ketlga

Musyawarah dan Rapat

Pasal 22
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(2) Anggota Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan terdiri dari wakil-wakil
perusahaan, Pemerintahan Kecamatan dan masyarakat.

B.gian Kcdua

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 24

Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab

yaitu:
a. Mengidentifrkasi serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan persoalan

penerapan CSR;

b. Melaksanakan penJrusunan program CSR melalui Musrenbang Kecamatan;

c. Menyampaikan dan menindaklanjuti hasil Musrenbang Kecamatan kepada

Forum CSR;

d. Memberikan masukan, tanggapan kepada forum untuk penerapan CSR

Tingkat Kecamatan;

e. menyampaikan hasil keg'a dan keputusan Forum CSR kepada

kelompok/ pihak-nya masing-masing;

f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan program CSR

tingkat Kecamatan.

Bagtarr lletiga
Rapat

Pasal 25

(1) Rapat Tirn Koordirrasi CSR Tingkat Kecamatan diLlaksanakan sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rapat lainnya dapat dilaksanakan apabila diperlukan.

BaSlan lleGmpat

Pembiayaan Operasional Forum CSR

Pasal 26

(l) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forrm CSR wajib didukung

dengan pendanaan dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam

keanggotaan Forum CSR.

(2) Besarnya dana dukungan terhadap Forum CSR diatur berdasarkan

kesepakatan bersama.
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(3) Dana operasional bisa berasal dari pemerintah daerah dengan memasukan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Konawe Selatan melalui institusi yang secara fungsional bertugas dalam

perencanaan dan koordinasi lintas sektor/stakeholder.

(4) Pembiayaan dana operasional digunakan untuk mendukung kegiatan-

kegiatan, antara lain :

a. operasional sekretariat;

b. kegiatan operasional yang berkaitan dengan tugas Forum CSR;

c. rapat dan musyawarah;

d. kegiatan monitoring dan evaluasi lapangan.

(5) Forum CSR melaporkan penggunaan dana setiap tahun kepada anggota

Forum CSR sebagai bentuk pertanggungiawaban.

BAA X
SAIIXSI DAJT PETGIIARGAAN

Bagfan Koratu

Sanksi

Pasal 27

Perusahaan yang tidak melaksanakan dan melaporkan program CSR,

pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi Forum CSR dapat memberikan

sanksi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

f,rgtan Kedua

Penghargaan

Pasal 28

Perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan CSR dengan baik dapat

diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari

Forum CSR.

BABXI
XTf,EI{TUAX PEIIUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut.
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Pasal 3O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengu.ndangan Peratrrran

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Selatan.

Ditetapkan di Andoolo

padatanggal R-tO 2076

KOIIAWE ,

t/l
r/
0\
t1. KABAG HUKUM

Diundangkan di Andoolo

Pada tanggal
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H. DANGGA

2016

XABUPATEN I(ONAWE SEL,ATAIY,

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR
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